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NOMOR 6 TAHUN 2004
TENTANG

PEDOMAN PENYELENGGARAAN HUTAN KEMASYARAKATAN

Menimbang

Mengingat

DI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

bahwa sumber daya hutan sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa
mempunyai peranan penting sebagai sistem penyangga kehidupan
dan pembangunan yang berkelanjutan untuk mewujudkan
kesejahteraan masyarakat;

. bahwa agar sumber daya hutan pada kawasan hutan produksi,

hutan lindung dan taman hutan raya dapat dimanfaatkan secara
optimal untuk kesejahteraan masyarakat, maka pengelolaannya
perlu dilakukan secara adil dan lestari melalui pendekatan ekologis
dan sosial budaya dengan memberikan peran yang besar kepada
komunitas sosial setempat melalui pola hutan kemasyarakatan;

bahwa pola hutan kemasyarakatan sebagai suatu pola pengelolaan
hutan yang mengedepankan peranan komunitas sosial setempat
dalam pengelolaan hutan dan sebagai penerima manfaat utama dari
sumberdaya hutan, dalam pelaksanaannya perlu diatur dan
dikendalikan agar mematuhi kaidah-kaidah pengelolaan hutan dan
mencapai tujuan yang ditetapkan,

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam

huruf a, b dan ¢, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang
Pedoman Penyelenggaraan Hutan Kemasyarakatan di Provinsi
Nusa Tenggara Barat.

. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan

Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa
Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 115,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 1649);




10.

11.

12.

13.

14.

15.

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar
Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 2034),

Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan
(Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3046);

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-
undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981
Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi
Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara
Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3419);

Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang
(Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3501); '

Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan
Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3839);

Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan
Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun
1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);

Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
(Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3881);

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata
Pengaturan Air (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 37,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3225);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1982 tentang Irigasi
(Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 38, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3226);

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai
(Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 44, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3446),

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1994 tentang Perburuan
Satwa Liar (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 1);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1994 tentang Pengusahaan
Pariwisata Alam (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 25,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3550);
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16. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 tentang Kawasan
Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara
Tahun 1998 Nomor 132 Tambahan Lembaran Negara Nomor
3776);

17 Peraturan Pemérimah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan
Jenis Tumbuhan dan Satwa (Lembaran Negara Tahun 1999
Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4024);

18 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan
Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom
(Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3952);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2000 tentang Penyedia
Jasa Penyelesaian Konflik Lingkungan Hidup (Lembaran Negara
Tahun 2000 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3982); :

20. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan

dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 4090);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002 tentang Tata Hutan
dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan
dan Penggunaan Kawasan Hutan (Lembaran Negara Tahun 2002
Nomor 66 ),

22. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan
Kawasan Lindung;

23. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik
Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk
Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan
Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999
Nomor 70);

24 Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2001 tentang Tata Cara
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

25. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat 1 Nusa Tenggara Barat
Nomor 5 Tahun 1984 tentang Tata Pengaturan Air (Lembaran
Daerah Tahun 1986 Nomor 6);

26. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Barat
Nomor 6 Tahun 1984 tentang Irigasi (Lembaran Daerah Tahun
1985 Nomor 8);

27. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Barat
Nomor 9 Tahun 1989 tentang Kawasan Pengembangan Pariwisata
(Lembaran Daerah Tahun 1990 Nomor 3).
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MEMUTUSKAN:

Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG PEDOMAN PENYELENGGA-
RAAN HUTAN KEMASYARAKATAN DI PROVINSI NUSA

TENGGARA BARAT.
BAB 1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

a.

o oo o

Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Barat.
Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota se-Nusa Tenggara Barat.
Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota se Nusa Tenggara Barat.
Dinas Kehutanan Provinsi adalah Dinas Kehutanan Provinsi Nusa
Tenggara Barat.

Dinas Kehutanan Kabupaten/Kota adalah Dinas Kehutanan
Kabupaten/Kota se Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan
berisi sumberdaya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam
persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak
dapat dipisahkan.

Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau
ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya
sebagai hutan tetap.

Hutan Negara adalah hutan yang berada pada tanah yang tidak
dibebani hak atas tanah.

Hutan Hak adalah hutan yang berada pada tanah yang dibebani
hak atas tanah.

Hutan Adat adalah hutan negara yang berada dalam wilayah
masyarakat hukum adat.

Hutan Produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi
pokok memproduksi hasil hutan.

Hutan Lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi
pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk
mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi,
mencegah intrusi air laut dan memelihara kesuburan tanah.

Hutan Konservasi adalah kawasan hutan dengan ciri khas
tertentu, yang mempunyai fungsi pokok pengawetan
keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya.

Taman Hutan Raya yang selanjutnya disebut TAHURA adalah
kawasan pelestarian alam untuk tujuan koleksi tumbuhan
dan/atau satwa yang alami atau buatan, jenis asli dan atau bukan
asli yang dimanfaatkan bagi  kepentingan penelitian ilmu
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pengetahuan, pendidikan, penunjang budidaya, pariwisata, dan
rekreast.

p. Hutan Alam adalah kawasan hutan yang tanamannya tumbuh
dengan sendirinya tanpa campur tangan manusia.

q. Hutan Tanaman adalah kawasan hutan yang tanamannya
merupakan hasil budidaya manusia dengan jenis tertentu.

r. Tebang Pilih Tanam Indonesia yang selanjutnya disebut TPTI
adalah suatu sistim silvikultur yang menggunakan penebangan
pohon berdiameter 50 cm keatas dan permudaan hutan dengan
penanaman perkayaan.

s. Hutan Kemasyarakatan selanjutnya disebut HKm adalah kawasan
hutan yang dikelola oleh kelompok usaha masyarakat setempat
dan bertujuan untuk memberdayakan masyarakat setempat tanpa
mengganggu fungsi pokok hutan.

t. Wilayah Pengelolaan HKm adalah kawasan hutan negara yang
ditetapkan oleh Gubernur dan dikukuhkan oleh Menteri untuk
kegiatan HKm.

u.  Areal izin kegiatan HKm adalah bagian dari wilayah pengelolaan
HKm yang dikelola oleh kelompok usaha masyarakat setempat
dengan izin yang syah. _

v. Pengelolaan HKm adalah serangkaian kegiatan yang meliputi :
penataan hutan, perencanaan, pemanfaatan, rehabilitasi dan
pemeliharaan, perlindungan hutan di areal Izin kegiatan HKm
sesuai dengan fungsi hutan secara berkelanjutan.

w. Forum Koordinasi Pengembangan Hutan Kemasyarakatan yang
selanjutnya disebut FKPHKm adalah forum atau wadah
koordinasi antar instansi pemerintah, perguruan tinggi, lembaga
masyarakat, pakar dan pelaku hutan kemasyarakatan.

x. Pemanfaatan hutan adalah kegiatan untuk memperoleh manfaat
optimal dari hutan untuk kesejahteraan masyarakat berupa
pemanfaatan kawasan hutan, pemanfaatan jasa lingkungan,
pemanfaatan/pemungutan hasil hutan kayu dan non kayu, serta
flora dan fauna yang tidak dilindungi.

y. Masyarakat setempat adalah kesatuan sosial yang terdiri dari
warga Negara Republik Indonesia yang tinggal di dalam dan atau
sekitar hutan, yang membentuk komunitas, yang didasarkan pada
kesamaan mata pencaharian yang berkaitan dengan hutan,
kesejarahan, keterikatan tempat tinggal, serta pengaturan tata
tertib kehidupan bersama.

z. Izin kegiatan HKm adalah izin yang diberikan oleh Gubernur atau
Bupati/Walikota kepada masyarakat setempat untuk mengelola
HKm. _

aa. Air permukaan adalah air yang berada di permukaan tanah baik
yang mengalir atau pun yang tidak.

bb. Air bawah tanah adalah air yang berada di bawah lapisan air
permukaan tanah dan di atas lapisan air tanah.

cc. Rehabilitasi adalah segala usaha untuk memulihkan,
mempertahankan dan meningkatkan fungsi hutan dan lahan
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sehingga daya dukung, produktivitas lahan dan peranannya dalam
mendukung sistem penyangga kehidupan tetap terjaga melalui
kegiatan penanaman, pengkayaan tanaman, pemeliharaan dan
penerapan teknik konservasi baik sipil teknik maupun vegetatif.
dd. Keputusan Desa, adalah peraturan Desa yang dibuat dalam
musyawarah bersama Badan Perwakilan Desa dan Kepala Desa.
ee. Provisi Sumber Daya Hutan yang selanjutnya disebut PSDH
adalah pungutan yang dikenakan sebagai pengganti nilai
instrinsik dari hasil hutan yang dipungut dari hutan negara.

ff. Retribusi adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan jasa
berupa pemberian pekerjaan oleh pemerintah Provinsi kepada
pengusaha/rekanan.

gg. Dana Reboisasi yang selanjutnya disebut DR adalah dana yang
dipungut dari pemegang izin usaha pemanfaatan hasil hutan dari
hutan alam yang berupa kayu, digunakan dalam rangka reboisasi,
rehabilitasi hutan serta kegiatan pendukungnya.

BAB 11
TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

(1) Tujuan penyelenggaraan HKm adalah untuk mewujudkan
keberdayaan dan kesejahteraan masyarakat di dalam hutan dan
disekitar hutan melalui manfaat ekologi, ekonomi dan sosial-
budaya dari hutan secara seimbang dan berkelanjutan.

(2) Berdasarkan status fungsi, kondisi dan potensi hutan, pengelolaan
HKm mempunyai tujuan khusus yaitu: '
a. Pemanfaatan kayu.
b. Pemanfaatan hasil hutan bukan kayu.

Pemanfaatan air.

a o

Pemanfaatan jasa wisata alam.

e. Pemanfaatan flora dan fauna yang tidak dilindungi.

(3) Suatu wilayah pengelolaan HKm dapat dikelola untuk satu atau
lebih tujuan khusus, apabila memenuhi seluruh kriteria kelayakan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 .

Pasal 3

(1) Ruang lingkup- penyelenggaraan HKm meliputi : penetapan
wilayah  pengelolaan, penyiapan masyarakat, perizinan,
pengelolaan hutan, pembinaan, pengendalian, dan sanksi.

(2) Penyelenggaraan HKm melibatkan peranan dan fungsi
pemerintah daerah, masyarakat, perguruan tinggi dan lembaga
kemasyarakatan.
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BAB Il
PENETAPAN WILAYAH PENGELOLAAN

Bagian Pertama
Kriteria

Pasal 4
(1) Kriteria kelayakan wilayah pengelolaan HKm sebagai berikut:

a. Berstatus kawasan hutan negara dengan fungsi hutan produksi,
hutan lindung, atau TAHURA.

b. Hutan alam dan atau hutan tanaman dengan perioritas hutan
rusak yang perlu direhabilitasi.

c. Terletak di dalam dan merupakan bagian dari satu wilayah
kesatuan pengelolaan hutan.

d. Menjadi sumber penghidupan langsung bagi masyaraka
sekitarnya. '

e. Mempunyai kelayakan untuk dikelola sebagai usaha bersama
oleh masyarakat sekitarnya untuk tujuan tersebut mencakup
kelayakan tehnis, kelayakan ekologis, kelayakan produksi
lestari dan kelayakan ekonomis.

f. Kawasan hutan yang tidak sedang dibebani izin atau hak
bidang Kehutanan yang syah atau ada rencana peruntukan
lainnya oleh pemerintah.

g. Terletak dalam satu atau beberapa wilayah desa/Kehutanan
dengan kepadatan agraris rata-rata > 200 jiwa/km® (lebih dari
dua ratus jiwa per kilo meter persegi).

(2) Kriteria kelayakan ekonomis HKm pada hutan alam untuk
produksi kayu adalah sebagai berikut :

a. Status fungsi hutan produksi.

b. Luas areal yang dapat dikelola maksimal 250 Ha (dua ratus
lima puluh hektar).

c. Dapat diterapkan sistim silvikultur Tebang Habis dengan
Permudaan Buatan (THPB) untuk hutan produksi tetap dan
diterapkan system silvikultur Tebang Pilih Tanam Indonesia
(TPTI) untuk Hutan Produksi Terbatas (HPT).

d. Dapat diterapkan pola tanam tumpangsari untuk areal yang
kemiringan lahannya di bawah 40 % (empat puluh persen) dan
pola tanam banjar harian untuk kemiringan areal di atas 40 %
(empat puluh persen) atau areal sempadan sungai, sempadan
jurang, sempadan mata air, dan sempadan danau/ waduk .

(3) Kiriteria kelayakan ekonomis HKm pada hutan alam untuk
produksi hasil hutan bukan kayu adalah sebagai berikut

a. Status fungsi hutan produksi dan atau hutan lindung.

b. Luas minimum 200 Ha (dua ratus hektar).
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c. Mengandung potensi produksi lestari yang dapat dimanfaatkan
setiap tahun dan dapat memberikan nilai lebih untuk
membiayai seluruh kegiatan-kegiatan HKm tersebut dan
seluruh kewajibannya kepada Pemerintah.

(4) Kiriteria kelayakan ekonomis HKm untuk pemanfaatan air
adalah sebagai berikut :

a. Status hutan lindung dan atau hutan produksi.

b. Merupakan/meliputi satu daerah tangkapan air (catchment
area) dari suatu sungai atau anak sungai.

¢. Terdapat mata air dan atau sungai dengan debit 10 liter/detik
(sepuluh liter per detik) atau lebih.

d. Luas daerah tangkapan air maksimal 500 Ha (lima ratus
hektar).

e. Mengandung potensi produksi air lestari yang dapat
dimanfaatkan dan dapat memberikan nilai lebih untuk
membiayai seluruh kegiatan pengelolaan HKm tersebut dan
seluruh kewajibannya kepada Pemerintah.

f. Tidak bertentangan dengan kepentingan umum lainnya.

(5) Kriteria kelayakan ekonomis HKm untuk pemanfaatan jasa wisata
alam adalah sebagai berikut :

a. Status hutan lindung dan atau hutan produksi.
b. Luas 50 - 100 Ha (lima puluh sampai seratus hektar).

c. Mengandung potensi wisata alam berupa air terjun, mata air,
pemandangan alam, udara sejuk dan bersih, peninggalan
budaya/sejarah, flora dan fauna, fenomena alam dan lain-lain
yang dapat dimanfaatkan dan dapat memberikan nilai lebih
untuk membiayai seluruh kegiatan pengelolaan HKm tersebut
dan seluruh kewajibannya kepada Pemerintah.

d. Tidak bertentangan dengan kepentingan umum lainnya.
e. Terdapat akses rekreasi ke lokasi tersebut.

f Terdapat areal yang layak untuk prasarana akomodasi wisata
seluas 5-10% (lima sampai sepuluh persen) dari luas
seluruhnya berupa areal dengan kemiringan lahan maksimum
15% (lima belas persen) dan tidak bertentangan dengan
kepentingan konservasi pada areal inti objek wisata alam
tersebut pada butir c.

g. Tidak termasuk wilayah bahaya bencana alam permanen.

(6) Kiriteria kelayakan ekonomis HKm untuk penangkaran flora dan
fauna adalah sebagai berikut :
a. Status taman hutan raya, hutan lindung atau hutan produksi.

b. Merupakan habitat asli dan atau memenuhi persyaratan hidup
bagi jenis flora dan atau fauna yang ditangkarkan.
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¢. Luas minimum 50 Ha (lima puluh hektar).
d. Tidak bertentangan dengan kepentingan umum

Bagian Kedua -
Penetapan Wilayah Pengelolaan

Pasal 5

Penetapan wilayah pengelolaan HKm dilakukan setelah melalui
identifikasi dan inventarisasi calon wilayah pengelolaan HKm.

BABIV
PENYIAPAN MASYARAKAT
Pasal 6

(1) Penyiapan masyarakat untuk kegiatan HKm dilakukan untuk
menyiapkan kemampuan, kemauan dan rasa tanggung jawab
masyarakat dalam mengelola HKm, sebelum diterbitkan Izin.

(2) Kriteria kesiapan masyarakat meliputi :
a. Keterampilan teknis budidaya hutan dan pasca panen.

b. Ketersediaan dan akses sumbérdaya untuk memulai kegiatan
budidaya hutan.

c. Keterampilan/manajemen usaha.
d. Pemasaran.

e. Kelembagaan hutan kemasyarakatan.

(3) Indikator kesiapan kelembagaan masyarakat meliputi :

a. Telah ditetapkan kesepakatan dan efektifnya aturan-aturan
internal kelompok yang mengikat dalam pengambilan
keputusan, penyelesaian masalah dan konflik serta pengelolaan
organisasi.

b. Dimiliki dan difahaminya peraturan perundang-undangan dan
ketentuan teknis dalam kegiatan HKm sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku meliputi : penataan areal
kerja, penyusunan rencana pengelolaan, pemanfaatan,
rehabilitasi, perlindungan serta hak dan kewajiban.

c. Telah terbentuk kelompok usaha yang berjalan dengan baik
dan meningkat pada 2 (dua) tahun terakhir, serta terkumpulnya
sumberdaya yang cukup untuk melaksanakan kegiatan HKm
pada tahun I (pertama).

d. Pengakuan adanya kelembagaan/kelompok tersebut oleh
masyarakat dan pemerintah desa.

e. Rencana lokasi dan luas areal kerja serta jangka waktu
kegiatan dibuat secara tertulis dan disusun secara partisipatif,
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sechingga dapat difahami, dipatuhi dan dilaksanakan oleh
seluruh anggota kelompok.

f. Telah diterapkan pengelolaan lahan dengan baik pada lahan
milik maupun kelompok, yang meliputi aspek : penggunaan
lahan sesuai dengan rencana tata ruang wilayah dan
kemampuan lahan serta penerapan teknik konservasi tanah dan
air.

BAB V
PERIZINAN
Bagian Pertama
Jenis dan Jangka Waktu Berlakunya Izin
Pasal 7

(1) Jenis izin Kegiatan HKm terdiri dari :
a. izin pemanfaatan kayu;
izin pemanfaatan hasil hutan bukan kayu;
1zin pemanfaatan air;
izin pemanfaatan jasa wisata alam;

o po o

izin pemanfaatan flora dan fauna yang tidak dilindungi.

(2) Jangka waktu berlakunya izin kegiatan HKm sesuai dengan
tujuan pemanfaatan hutan yaitu :

a. Pemanfaatan kayu selama 35 (tiga puluh lima) tahun.

b. Pemanfaatan hasil hutan bukan kayu selama 10 (sepuluh)
tahun.

b. Pemanfaatan air selama 10 (sepuluh) tahun.
Pemanfaatan jasa wisata alam selama 10 (sepuluh) tahun.

i d. Pemanfaatan flora dan fauna yang tidak dilindungi selama 5
| (lima) tahun.

(3) Jangka waktu berlakunya izin sementara kegiatan HKm yaitu :
a. Pemanfaatan kayu selama 5 (lima) tahun
b. Pemanfaatan hasil hutan bukan kayu selama 2 (dua) tahun
c. Pemanfaatan air selama 2 (dua) tahun

d. Pemanfaatan jasa wisata alam selama 2 (dua) tahun

e. Pemanfaatan flora dan fauna yang tidak dilindungi selama
2 (dua) tahun.

E (4) Jangka waktu berlakunya Izin tetap kegiatan HKm yaitu
| a. Pemanfaatan kayu selama 30 (tiga puluh) tahun
b. Pemanfaatan hasil hutan bukan kayu selama 8 (delapan) tahun

c. Pemanfaatan air selama 8 (delapan) tahun
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d. Pemanfaatan jasa wisata alam selama 8 (delapan) tahun

e. Pemanfaatan flora dan fauna yang tidak dilindungi selama 3
(tiga) tahun.

Pasal 8

(1) Izin tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) dapat
diperpanjang apabila telah memenuhi kewajiban dan tidak pernah
melanggar larangan dalam izin tetap.

(2) lzin kegiatan HKm batal/hilang jika

a. habis masa berlakunya;
b. diserahkan kembali oleh pemegang izin;

c. terkena sanksi pencabutan izin,
d. dimanfaatkan untuk kepentingan negara / umum.

(3) Apabila dimanfaatkan untuk kepentingan negara / umum, maka
Pemerintah wajib : '
a. mencari areal pengganti;
b. memberi ganti rugi;
c. kebijakan lain yang tidak merugikan pemegang izin.

Pasal 9

(1) Izin sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3)
hanya diberikan kepada kelompok masyarakat yang memenuhi
persyaratan sebagai berikut :

a. anggota masyarakat desa di sekitar hutan yang tergabung
dalam kelompok tani atau kelompok usaha atau koperasi
dengan jumlah anggotanya “minimal” 20 (dua puluh) orang;

b. memenuhi kriteria kelayakan ekonomis sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 4 ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6);

c. setiap kelompok masyarakat hanya boleh mengelola satu areal
kerja HKm dengan satu atau lebih izin pemanfaatan hutan.

(2) Izin tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) hanya
diberikan kepada Pemegang Izin Sementara kegiatan HKm yang
memenuhi persyaratan sebagai berikut :

a. telah memiliki izin sementara pengelolaan HKm;

b. berbentuk koperasi dan telah memiliki badan hukum;

c. telah memiliki Rencana Pengelolaan HKm (Rencana Kerja
Tahunan dan Rencana Kerja Jangka Panjang yang sah);

d. telah memenuhi kewajiban sebagai pemegang izin sementara.
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Pasal 10

(1) Luas areal Izin kegiatan HKm untuk tujuan produksi kayu dan

)

()

4)

(1)

hasil hutan bukan kayu, vaitu :

a. Untuk Pulau Lombok maksimum sebesar jumlah anggota
kelompok dikalikan 1 (satu) Ha, dengan luas maksimum
250 Ha.

b. Untuk Pulau Sumbawa maksimum sebesar jumlah anggota
kelompok dikalikan 2 (dua) Ha, dengan luas maksimum
500 Ha.

Luas areal Izin kegiatan HKm untuk tujuan pemanfaatan air,
maksimum 500 Ha (lima ratus hektar) berada di sekeliling hutan
dan merupakan areal tangkapan air (catchment area) dart mata air
dan atau sungai tersebut.

Luas areal Izin kegiatan HKm untuk pemanfaatan jasa wisata,
maksimum sebesar jumlah anggota kelompok dikalikan 0,25 Ha
(seperempat hektar) areal pemanfaatan ditambah dengan areal
perlindungan yang luasnya 6 (enam) kali areal pemanfaatan,
dengan luas maksimum 150 Ha.

Luas areal 1zin kegiatan HKm untuk tujuan penangkaran flora dan
fauna, maksimum sebesar jumlah anggota kelompok dikalikan
2,00 Ha (dua hektar) dengan luas maksimum 100 Ha.

Bagian Ketiga
Hak, Kewajiban dan Larangan

Pasal 11

Hak pemegang izin kegiatan HKm meliputi :

a. melakukan kegiatan HKm selama jangka waktu berlakunya
izin;

b. melakukan pemanfaatan dan memperoleh bagian hasil hutan,
pemanfaatan jasa lingkungan dan hasil tumpang sari;

c. memperoleh pembinaan, penyuluhan dan fasilitasi dari
Pemerintah;

d. perlindungan hukum atas lokasi/areal izin,

e. melakukan kerjasama dengan pihak lain.

(2) Kewajiban bagi pemegang izin kegiatan HKm meliputi :

a. melaksanakan tata batas dan penataan HKm;
b. menyusun rencana pengelolaan HKm;

c. mengamankan hutan dan kawasan hutan dalam areal/lokasi
izin;
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